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KATA PENGANTAR 

lstilah Pailit barangkali di sebagian besar masyarakat khususnya di 
kalangan para pelaku usaha bukanlah suatu ha! yang Juar biasa. Bahkan 
mungkin bisa jadi pailit digunakan sebagai benteng dalam menjalankan 
usahanya. Artinya bila pelaku usaha, sudah mulai merasakan bisnisnya 
agak seret, maka alternatif yang menjadi pilihan dalam mengakhiri usahanya 

. yakni mernanfaatkan peluang yang dimungkinkan secara hukum dalam hill 
ini rnenggunakan pranata hukum kepailitan. 

Tarnpaknya puncak "rnemasyarakatnya" istilah pailit ketika terjadi krisis 
ekonomi yang melanda negeri ini pada tahun 1996. Kala itu, nyaris para 
pelaku usaha yang selama bertahun-tahun berjaya di kerajaan bisnis yang 
ia ban gun, mulai kelimpungan dalam memenuhi kewajiban yang sud ah jatuh 
tempo. Di sisi Jain, para kreditor pun turut merasakan kerasnya badai krisis 
yang harus rnereka hadapi. 

Dalam suasana yang tidak menentu seperti ini, rnaka pilihan untuk 
dipailitkan agaknya menjadi suatu pilihan cukup pahit yang harus dilakukan. 
Jika Jernbaga kepailitan dijadikan alternatif dalam menyelesaikan utang­
piutang, menjadi masalah adalah ketentuan tentang kepailitan yang ada 
dirasakan sudah tidak memadai lagi. Untuk itu, pemerintah sebagai regulator 
mencoba mernberikan solusi dengan menerbitkan Peraturan Pernerintah 
Pengganti Undang (Perpu) Nornor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang­
undang ·Kepailitan Tahun 1905. Perpu ini kernudian disahkan rnenjadi Undang­
undang Nomor 4 Tahun 1998. 

Ketika undang-undang kepailitan tahun 1998 diterbitkan ada secercah 
harapan bagi para kreditor, bahwa tagihannya yang macet di tangan debitor 
dapat segera diselesaikan Jewat pranata hukum kepailitan yang baru 
diterbitkan. Harapan yang demikian besar, agaknya beralasan mengingat 
dalam undang-undang kepailitan secara implisit ditegaskan, untuk 
penyelesaian utang piutang rnelalui pranata hukum kepailitan akan dilakukan 
lewat Pengadilan Niaga. Lembaga peradilan ini menjadi turnpuan harapan, 
bagi para kreditor, karena secara normatif waktu yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan sengketa, secara rinci telah diatur dalam undang-undang. 
Singkat kata, waktunya tidak terlalu lamajika dibandingkan dengan proses 
peradilan umum yang bisa sampai bertahun-tahun. Namun apa hendak 
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dikata, harapan tinggal harapan, sebab dalam kenyataannya proses 
penyeles�ian utang piutang lewat Pengadilan Niaga hasilnya tidak lerlalu 
jauh berbeda dengan proses peradilan biasa. Hal ini, semakin tampak bahwa 
dalarn rnelaksanakan pulusan pengadilan harus melalui proses yang berliku. 
Sernentara itu, aset yang diharapkan dapat dijual untuk rnemenuhi kewajiban 
debitor jauh dari harapan. Untuk itu, tidaklah rnengherankan jika sernula 
Pengadilan Niaga clirancang sebagai proyek percontohan dalarn menyelesai­
kan sengketa bisnis, menjadi tanda tanya besar. 

Di sisi lain, pascaditerbitkannya Undang-undang Kepailitan tahun 1998, 
terjadi berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, baik dalarn lingkup 
nasional, regional maupun global. Demikian juga halnya, di bidang 
perundang-undangan nasional pun telah diterbitkan serangkaian peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Untuk itu, pada 
tahun 2004 Pernerintah bersarna dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
rnenerbitkan Undang-Undang Kepailitan yang lebih kornprehensif, yakni (J(J 
No. 37 Tahun 2004. 

Unt:uk memaharni, apa yang diatur dalam undang-undang kepailitan 
tersebut dalam kait:annya dengan peraturan perundang-undanqan yang 
berhubungan dengan kepailitan, rnaka disusunlah buku l<ecil ini. Mudah­
mudahan dengan rnemahami apa yang menjadihak dan l<ewajiban para 
pihak dalam menjalankan bisnis, maka kemungkinan terjadinya pemailitan 
t:erhadap perusahaan dapat diminimalisasi sedini mungkin. Semoga 
bennanfaat. 

Bandung, November 2006 

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 
Dosen/Advokat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. J TERMlNOLOGI l<EPAILITAI� 

l(::rrnlnologi kepailit.a11, barangkali bukanlah sesualu yang baru Ju!arn 
rnusyarakal khususnya dl l\alansJan pclaku usaha. !-·lanya saja, npJ rnakna 
kcpc�ililan ilu sendlri, ta1T1paknya di sinilah lelak proble.n1alikanya. !)ischut 
demikian, scbab acap kali pailit din1ak11ai secara urnurn yakni bubarnya 
atc:iu dilikuidaslnya suatlJ badan usaha. Scba�Jc:iirnanci yansJ disinyi:llir oleh 
/Ja1nbang l\esou.Jo, ada bcrbagal pihak salah rncn1aharni dan rncnuir£J 
bahwa kepallit:an sa1na artinya dengan likuidasi atau pe1nbubaran 
per�sahaan. li J)i sisi lain ada jun a pandangan bah\va jika sescoran�J sudah 
dinyatakan pailil, rnaka ia tidak clapal rnelakukan pcrbualan hukurn lagl. 
Jadi seolah-olah pailil bcrarli kchilangcin 1·1a!{-hak keperdataan sescorang. 
Untuk iLu, dalrirn rncrnahan1i rnakna apa ilu kcpailitan kiran_ya perlu ditelusuri 
latar be!akang rnunculnya kepailitan itu sendiri. 

Jika dilelusuri clalarn berbanai kepusLakaan lerlihat bah\va terrninologi 
kcpailiLan digunakan scsuai dengan slstern hukurn yanSJ dianut. Misalnya 
di ncgara-ne�Jara yan�J rnenganut slstern huku.r11 anglo sakson terrninoloui . 
kepailiU1n ciiqunakan i�tilah lJankruptcu/1 yang bcrarli ketickJkrnarnpuan 
untuk iTH::n1bayar ulanD. Jadi kata kunci n1unculnya kcpailil.an adalah clilatar 
belakanqi adanya sualu pcrikatan. ()!eh karena iLu, clilihat dari sudul pandang 
ini, rnaka kctidakrnan1puan untuk rne1nbayar utang dllujukan l\epacla: 

a. Para pebisriis; dan 
b. l)ebllor ya nu bctul··belul·�1t1engalan1i k:csulilan kcuanoan. 

Ii L.ihal l3;·11nbanu !\csowo, F'e1pu fl'o I /;"1/wn 1998 l.:.1/ar !3elakd11�1 d:l/1 ArdhlllJi.l. 
Dilbrn Hudy A. Lontoh, dldc Pe11ye!esainn U!anSJ eiulany /\·Je/iilui f);_1ilf1 alau el\PU. 
13dndung: 1\.lurnni, 2001. !·11111. l 03. 

21 Di Arncriki.\ Scrik<1l rnasalah kcpaililan dia.1.ur dol<ffn Uanlffll(Jlcy Code. (Uhal Sul<:in 
Hcn)y Sj;1hdcini /-fulu1n1 l\q><"1i/i1.:1n. Jilkarla: Puslak<i (]La1n21 Grafili. 2002. HJ. 21. 
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Sedangkan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah 
Faillissement. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis. 
Tujuannya adalah agar debitor tidak disandra dan debitor dapat kesempatan 
membela diri. Selain kedua istilah di atas dikenal juga istilah insolvency3!, 
yang mempunyai makna yang hampir sama dengan kedua istilah yang 
telah dikemukakan di atas ketidakmampuan membayar utang. insolvency 
ada dua jenis yakni: 

a. Technical insolvency, perusahaan yang gaga! bayar utang. Bila 
penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara. 

b. Bankcruptcy insolvency, perusahaan yang gaga! bayar utang. 
Bila fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya 
sud ah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya. 

1.2 PENGERTIAN KEPAILITAN 

Dalam berbagai kepustakaan dijabarkan pengertian kepailitan, antara 
lain dalam kamus hukum f'ockema Andreae, dikemukakan Faillissement 
(Bid), kepailitan (Incl). Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang 
ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang­
utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan 
pendapatannya demi kepentingan semua kreditor di bawah pengawas.an · 
pengadilan41. Pendapat senada dikemukakan oleh R. Sube!cti dan 
R. J]itrosuclibio sebagai berikut Paillit berarti, keadaan seorang debitor 
apabila ia telah rnenghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan 
yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan 
bersama dari para kreditornya.51 

Sedangkan Martias gelar Iman Racijo Mulano mengemukakan, Hukum 
Pailit (Faillissementrecht) sebagai asas dalam BW ditentukan, bahwa seluruh 
harta kekayaan dari debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. 
Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk 
kepentingan kreditor secara bersama-sama." Dalam kamus terminologi 

3J fv\isalnya di lnggris masalah kepailitan diatur dalam Insolvency Act of 1986, (Lihat 
Sutan Remy Sjahdeini. !bid. him. 20). 

4) Lihat Kai-nus lstilah Hu!�um Fockema Andreae. Edisi Bahasa Indonesia, oleh Saleh 
Adiwinata, dkk. Binacipta, Bandung 1983. 

51 Lihat R. Sul:!,ekti dan R. Tjitrosudibio. f\arnus Hul<um. Jakarta: Pradnya Paramlta, 
1973. 

6> Lihat Martias gelar Iman Radjo Mulano. Pernbahasan f-lukurn. Perijc/asan-pcnJelasan 
fslilah-istilah f-/ulaun Belanda Indonesia (fntuk Studie Dan Prakt{fc Medan: PD Sumut, 
1969. 
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hukum yang disusun oleh IP/VI. R,ahuhandolco dikemul<akan, istilah 
Banlcruplcy berarti Keadaan tidak mampu membayar utang dalam mana 
harta yang berutang diai;nbil oleh penagih atau pesero-pesero. Status 
seseorang yang secara hulwm dinyatal<an tidak mampu membayar utang­
utangnya.7' Sedangkan dalam l\amus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
disebutkan Pailit berarti bangkrut. Jatuh untuk perusahaan. 8) Sementara 
itu /1artono mengernul<akan, kepailitan adalah suatu sitaan umum dan 
eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua 
\<reditornya.9' Pengertian kepailitan yang lebih sederhana dikemukakan oleh 
Sili Soemarli Hartono, pailit berarti mogok melakukan pembayaran. rn> 

Dari berbagai pengertian kepai\itan di atas dapat dilihat, bahwa 
terminologi kcpailitan mempunyai makna ketidakmampuan pihak 
penghutang (debitor) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi 
hutang (kreditor) tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi 
ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum 
yang dapat ditempuh baik oleh debitor maupun kreditor mela\ui pranata 
hukum kepailitan. 

· 

1.3 DASAR HUKUM l\EPAILITAN 

Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan 
transaksi bisnis, pihak yang mempunyai hutang boleh jadi ia tidak bisa 
memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi ha! semacam ini, apa 
langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan 
atau yang berpiutang. Untuk mencari jawaban terhadap pe>tanyaan tersebut, 
maka perlu dirujuk !<epada ketentuan umum yang beri<aitan dengan 
pengaturan masalah hubungan keperdataan. Masalah hubungan 
keperdataan secara umum diatur da\am l\itab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPdt). Satu asas yang cukup penting dalam hukum perdata 
adalah pe>janjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak 
(Li hat Pasal 1338 ayat I KUHPdt). Mengikat berarti para pihak mempunyai 

· hak dan kewajiban. Dengan demikian, bila para pihak tidak memenuhi 
kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi 

-11 Lihat IPM. Rahuhandoko. Ter1ninologi /-fukun-1 /11gyris-lndoncsh1. Jakarta: Sinar 
Grafika l 996. 

1lJ Lihat Kamus Bcsar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi II Cet keernpal, 'J 999. 
9! Lihat Kartono. l\epaililan clan Pcngunduran Pernba.yaran. Jakarta: Pradnya 

Pararnita, 197 4. 
ioi Lihal Siti Soemarti Hartono. Pengantar l-fukun1 l\epaililan dan Penundaan 

Pe1nbayaran, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981. 
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kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Konsekuensinya 
adalah bagi pihak yang sudah me\aksanakan kewajiban, mempunyai hak 
untuk menagih. 

Sebagaimana d·ije\askan dalam Pasal 1131 KUHPdt disebutkan, segala 
kebendaan pihak yang berhutang baikyang bergerak, maupun tidak bergerak, 
baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi 
tanggungan segala perikatannya perseorangan. Selanjutnya dalam 1132 
KUHPdt disebutkan, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama 
bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan 
benda-benda itu dibagi-bagi menu rut keseimbangan, yaitu menu rut besar 
kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para pihak yang 
berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. 

Dari rumusan pasal di atas dapat diketahui, bahwa jika pihak yang 
berutang (debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda 
debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitor dapat dibagi 
secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan 
penyitaan (pembeslagaan) secara masal. Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt 
kiranya dapat dikemukakan di sini oleh para ahli hukum disebut sebagai 
dasar hukum dalam kepailitan. 

1.4 ASAS UMUM PENYITAAN 

Asas penyitm1n secara masa\ yakni: 
a. Bila debitor tidak melunasi utangnya secara sukarela, hartanya 

disita; 
b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama; 
c. Tidak ada nomor urut kapan utang muncul. 

Adapun maksucl cliadakannya penyitaan aset pihak yang berhutang 
yakni: 

a. Menghidari adanya tinclakan sendiri-sencliri clari para krcditor yang· 
dapat rnerugikan kreditor !ainnya. 

b. Pembayaran utang dcbitor dapat dilakukan secara proporsional. 
c. Tagihan terhadap utang clebitor c!apat di!akukan secara bcrsarna­

an. 
d. Adanya pengawasan dari lernbd�o peradilan, maka tc1gihan 

terhadap utang dcbitor lebih rnendapat. kepastfan hukun1. 

Dengan kata !ain para kreditor bcrgabung scc211'a bcrsarna-sarna 
(Concursus Crc._:cliloriurn) dalarn rncngajukan uugatan kcpad2J clebitor. 
Dengan cara ini, rnaka kreditor sccara bersan·1a··sarna akc1n rncmpc1·olch 

14 Nukum }(cpai/ifon {/;Jn Pcr<J!urnn Pcr(lnr/ilng-tmc/;;1119,111 y;mg Tcrkai/ cfengan Kcpailita11 



pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan. Pelunasan utang dilakukan 
secara prorata, proporsional, berdasarkan perbandingan utang. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Djohansyah, prinsip umum 
kepailitan "parilas credilorum" artinya semua kreditor mempunyai hak yang 
sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitor pailit akan dibagikan 
secara proporsional menurut besarnya.tagihan.111 Di sini tampak, bahwa 
perlunya dilakukan penyitaan terhadap aset debitor agar pembayaran 
terhadap utang-utarignya dapat dilakukan secara tepat, adil bagi semua 
kreditor. 

Namun demikian dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pembayaran 
utang Jebih dahulu kepada pihak yang mempunyai alasan untuk itu. 
Perhatikan dengan saksama anak kalimat terakhir dari Pasal . 1  '132 KUl'iPdt 
" ... , kecua/i ada a/asan unluk ilu." Untuk itu bagi pihak yang secara hukum 
mendapatkan jaminan dalam perjanjian utang-piutang, ia berhak 
didahulukan. Seperti dil<etahui hukum jaminan menganut asas, sebagai 
berikut: 

a. Pemegang Hak jaminan mempunyai kedudukan didahulukan dari 
kreditor lainnya; 

b. Jika debitor dinyatakan pailit, benda yang dijadikanjaminan bukan 
merupakan harta pailit, terpisah (Separatis); 

c. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan; dan 
d. Pemegang hak jaminan mempunyai hak pen uh untuk mengeksekusi 

hak jaminannya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 133 KUHPdt, hak untuk 
didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari 
gadai dan hipotek Dari ketentuan ini, dapat diketahui pihak yang didahulul<an 
haknya antara lain, pemegang hak istimewa. Dalam Pasal 1134 KUHPdt 
disebutkan hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang­
undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi 
daripada orang.berpiutang Jainnya, semata-mata karena sifatnya piutang. 

Dari ketentuan di atas, tampak pembentuk undang-undang memberi 
hak kepada pihak yang berpiutang untuk melaksanakan haknya. Ada pun 
pemegang hak yang dimaksud, seperti yang disebutkan di bawah ini. 

a. Pemegang hak gadai. Dalam Pasal 1 150 KUPdt disebutkan, gadai 
adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

,11l Li hat J.Djohansyah. "f\rcditor Separalis, Pre(eren dan Pcnja1ninan Utang antar 
lnduk dan anak Perusa/1aan". Dalam Erny Yuhassarie, (ed) Prosiding F?angkaian Lokeuya 
Terbatas Undang·Undang Kepai!itan dan Perkernbangannya. Jakarta: PPH, 2004. Him. 
45. 
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